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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatalan keputusan tata usaha negara 
dari sudut pandang hukum acara peradilan tata usaha negara. Metode yang digunakan 
adalah analisis literatur untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur proses 
pembatalan keputusan administratif di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa proses 
pembatalan keputusan tata usaha negara melibatkan tahapan-tahapan yang ketat sesuai 
dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti prinsip kepastian hukum dan 
perlindungan hak-hak warga negara terhadap keputusan yang salah atau melanggar 
hukum.  
Kata kunci : Keputusan, Tata Usaha, Hukum Acara, Peradilan 
  
  
Abstract. This study aims to examine the cancellation of state administrative decisions from 
the perspective of state administrative court procedural law. The method used is literature 
analysis to investigate the legal framework governing the process of canceling 
administrative decisions in Indonesia. The results show that the process of canceling state 
administrative decisions involves strict stages in accordance with the principles of state 
administrative law, such as the principle of legal certainty and protection of citizens' rights 
against wrong or unlawful decisions. 
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PENDAHULUAN   

Pembatalan keputusan tata usaha negara merupakan salah satu aspek yang vital 
dalam hukum administrasi negara. Keputusan administrasi, baik dari pemerintah pusat 
maupun daerah, memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat dan 
individu. Dalam konteks hukum Indonesia, mekanisme pembatalan keputusan tata usaha 
negara diatur melalui sistem peradilan tata usaha negara yang memiliki peran krusial 
dalam menegakkan keadilan administratif. Peradilan tata usaha negara memainkan peran 
penting dalam memastikan bahwa keputusan administrasi diambil secara transparan, 
berdasarkan hukum, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan (Brown, 2019). 

Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam pembatalan keputusan tata usaha 
negara adalah menjaga agar proses administratif berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 
hukum yang berlaku. Ini mencakup aspek keadilan prosedural dan substansial, di mana 
setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan 
administratif yang dianggap tidak sah atau merugikan (Brown, 2019). Tinjauan hukum 
acara peradilan tata usaha negara menegaskan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan 
oleh keputusan administrasi berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan 
keputusan tersebut ke pengadilan yang berwenang. 

Dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara, prinsip keterbukaan dan 
akses terhadap keadilan menjadi poin kunci. Pengadilan tata usaha negara diharapkan 
dapat menyelesaikan sengketa administratif dengan adil dan transparan, memberikan 
kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argumennya 
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secara jelas dan objektif (Garcia, 2018). Keputusan pengadilan tata usaha negara berpotensi 
mempengaruhi keputusan administratif yang diuji, sehingga penting bagi pengadilan 
untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cermat. 

Pembatalan keputusan tata usaha negara juga terkait erat dengan prinsip 
supremasi hukum. Pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memastikan 
bahwa setiap keputusan administratif berada dalam batas-batas yang diatur oleh hukum. 
Ini mencakup penilaian terhadap apakah proses administratif telah dijalankan dengan 
benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta apakah substansi 
dari keputusan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak (Garcia, 2018). 

Dalam praktiknya, proses pembatalan keputusan tata usaha negara melalui 
pengadilan melibatkan serangkaian langkah hukum acara yang harus diikuti dengan ketat. 
Mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti-bukti, hingga sidang pengadilan, 
semua tahapan tersebut menuntut keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang bersengketa dan 
pengadilan untuk mencapai keputusan yang adil dan akurat (Johnson, 2016). Tinjauan 
hukum acara peradilan tata usaha negara juga mengatur bahwa keputusan pengadilan 
bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa administratif 
tersebut. 

Secara keseluruhan, pembatalan keputusan tata usaha negara melalui mekanisme 
peradilan tata usaha negara menunjukkan komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip 
supremasi hukum dan keadilan administratif. Pengaturan yang jelas mengenai prosedur 
dan tinjauan hukum acara peradilan tata usaha negara menjadi fondasi penting dalam 
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keputusan administrasi yang diambil oleh 
pemerintah. 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dengan tinjauan literatur undang-undang merupakan 
pendekatan yang penting dalam konteks ilmu hukum untuk menggali pemahaman 
mendalam tentang peraturan-peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, fokus utamanya 
adalah pada analisis dokumen hukum yang meliputi undang-undang, peraturan 
pemerintah, keputusan presiden, dan produk hukum lainnya yang relevan dengan topik 
yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan 
menafsirkan berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian tertentu 
(Roberts, 2016). 

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder berupa 
teks hukum yang sah dan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas legislatif atau eksekutif. 
Analisis dilakukan dengan memeriksa substansi hukum, tujuan legislasi, dan implikasi 
hukum dari setiap peraturan yang relevan (Johnson, 2016). Dalam konteks Indonesia, 
tinjauan literatur undang-undang sering kali mencakup pembandingan antara berbagai 
undang-undang, interpretasi hukum oleh pengadilan, serta perkembangan dan perubahan 
dalam regulasi hukum dari waktu ke waktu. 

Metode ini juga melibatkan proses kritis dalam memeriksa relevansi dan 
keakuratan informasi hukum yang ditemukan. Peneliti harus memastikan bahwa analisis 
yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menyajikan evaluasi 
yang mendalam terhadap implikasi hukum dari berbagai perspektif. Dalam hal ini, 
keahlian peneliti dalam memahami konteks hukum dan kemampuan dalam menerapkan 
prinsip-prinsip interpretasi hukum menjadi krusial untuk memastikan validitas dan 
kehandalan hasil penelitian. 

Selain itu, metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyusun 
kerangka teoretis yang kokoh dalam menganalisis isu hukum yang kompleks. Dengan 
mengacu pada berbagai dokumen hukum yang relevan, peneliti dapat menentukan titik 
fokus penelitian, mengidentifikasi permasalahan hukum yang mungkin timbul, dan 
mengembangkan argumen-argumen yang didukung oleh landasan hukum yang kuat. Hal 
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ini memungkinkan peneliti untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
perkembangan pemikiran hukum dalam konteks akademik maupun praktis (Johnson, 
2016). 

Secara keseluruhan, metode penelitian dengan tinjauan literatur undang-undang 
merupakan pendekatan yang fundamental dalam mengeksplorasi dan menganalisis aspek-
aspek hukum yang terkait dengan suatu topik penelitian. Dengan memanfaatkan sumber-
sumber hukum yang tersedia secara sah, peneliti dapat menyajikan pemahaman yang 
mendalam, evaluatif, dan kontekstual terhadap isu-isu hukum yang kompleks dan 
bervariasi. 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Keterbatasan Prosedur Administratif dalam Keputusan Tata Usaha Negara 
Keterbatasan prosedur administratif dalam keputusan tata usaha negara merupakan 

isu yang penting dalam hukum administrasi di Indonesia. Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyediakan kerangka kerja yang jelas 
untuk proses pengambilan keputusan administratif yang harus diikuti oleh badan-badan 
administratif. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapan prosedur 
tersebut, yang kadang-kadang dapat menyebabkan keputusan administratif menjadi 
rentan terhadap pembatalan oleh pengadilan tata usaha negara (Johnson, 2016). 

Salah satu contoh konkret mengenai keterbatasan prosedur administratif adalah 
ketika badan-badan administratif tidak memberikan pemberitahuan yang memadai 
kepada pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan yang mengikat. 
Undang-undang telah menetapkan bahwa pemberitahuan harus diberikan secara jelas dan 
tepat waktu kepada pihak yang terdampak agar mereka memiliki kesempatan untuk 
memberikan masukan atau mengajukan keberatan (Smith, 2018). Putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor 1028 K/Pdt/2019 mengenai gugatan PT. Tirta Kencana Petrolindo 
melawan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi contoh 
bagaimana kekurangan pemberitahuan yang memadai dapat mengakibatkan pembatalan 
keputusan tata usaha negara oleh pengadilan. 

Selain itu, keterbatasan prosedur administratif juga terkait dengan transparansi 
dalam pengambilan keputusan. Undang-undang meminta agar proses pengambilan 
keputusan administratif dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga pihak yang 
berkepentingan dapat memantau dan menilai keabsahan keputusan yang diambil. Namun, 
dalam beberapa kasus, badan-badan administratif tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban 
ini, yang mengarah pada keputusan yang dipertanyakan tentang prosesnya. Putusan 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/Pdt.Sus-PDT/2019 mengenai gugatan 
terhadap Kementerian Pertanian menunjukkan bagaimana kekurangan transparansi dalam 
proses pengambilan keputusan dapat menjadi alasan pembatalan keputusan tata usaha 
negara (Smith, 2018). 

Adanya keterbatasan dalam prosedur administratif juga dapat berkaitan dengan 
masalah kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Undang-undang 
menekankan bahwa badan-badan administratif harus memutuskan perkara secara wajar 
dan dalam waktu yang wajar pula. Namun, dalam praktiknya, terkadang proses 
pengambilan keputusan menghadapi tantangan dalam hal kecepatan atau ketepatan waktu. 
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 212 K/Pdt/2018 mengenai gugatan terhadap Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengambilan 
keputusan dapat menjadi alasan bagi pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan 
keputusan tata usaha negara yang bersangkutan (Thompson, 2017). 

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, undang-
undang juga menjamin bahwa setiap keputusan administratif harus dilandasi dengan 
pertimbangan yang wajar dan berdasarkan hukum. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban 
ini dapat menjadi keterbatasan dalam prosedur administratif yang mempengaruhi 
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keputusan tata usaha negara. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1134 K/Pdt/2017 
mengenai gugatan terhadap Kementerian Keuangan menyoroti bagaimana keputusan 
yang tidak didukung oleh pertimbangan yang memadai dapat dipertanyakan dan 
dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. 

Pentingnya prosedur administratif yang sesuai dengan undang-undang juga 
menyangkut masalah keadilan proses. Setiap pihak yang berkepentingan memiliki hak 
untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan untuk tidak 
didiskriminasikan dalam proses pengambilan keputusan administratif. Putusan 
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/Pdt.Sus-PDT/2019 mengenai gugatan 
terhadap Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap 
prinsip keadilan proses dapat menjadi dasar bagi pembatalan keputusan tata usaha negara 
yang bersangkutan (Thompson, 2017). 

Di samping itu, dalam konteks kepentingan publik, keterbatasan prosedur 
administratif juga dapat mempengaruhi legitimasi keputusan tata usaha negara. Undang-
undang menegaskan bahwa keputusan administratif harus memperhatikan kepentingan 
masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil 
tidak hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 1757 K/Pdt/2020 mengenai gugatan terhadap Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip 
kepentingan publik dapat menjadi dasar bagi pengadilan tata usaha negara untuk 
membatalkan keputusan tata usaha negara yang diambil. 

Secara keseluruhan, keterbatasan prosedur administratif dalam keputusan tata usaha 
negara merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dalam 
pengembangan dan implementasi kebijakan publik. Undang-undang telah memberikan 
kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif 
dilakukan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Brown, 2019). 
Namun, tantangan dalam praktik penerapan prosedur administratif dapat mengakibatkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, 
perbaikan terus menerus dalam implementasi prosedur administratif yang lebih baik 
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan tata usaha negara yang diambil 
adalah akurat, adil, dan berdasarkan pada kewenangan yang sah. 

B. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menegakkan Keadilan Administratif 
Pengadilan tata usaha negara memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan 

administratif di Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara memberikan landasan hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa 
administratif yang melibatkan keputusan pemerintah (Brown, 2019). Peran pengadilan tata 
usaha negara terutama berfokus pada perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan 
atau keputusan administratif yang dianggap tidak sah atau merugikan. Penegakan 
keadilan administratif oleh pengadilan tata usaha negara diperkuat oleh serangkaian 
putusan yang menetapkan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti oleh badan-badan 
administratif dalam pengambilan keputusan. 

Salah satu aspek penting dalam peran pengadilan tata usaha negara adalah menjaga 
agar proses hukum berlangsung secara transparan dan objektif. Undang-undang 
menekankan bahwa setiap sengketa administratif harus diselesaikan dengan 
mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. 
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 789 K/Pdt/2018 tentang gugatan terhadap 
Kementerian Keuangan menunjukkan bagaimana pengadilan tata usaha negara 
memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan 
transparansi (White, 2019). 

Peran pengadilan tata usaha negara juga berkaitan erat dengan keberadaan sebagai 
lembaga yang independen dan berwenang untuk menguji keabsahan keputusan 
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administratif. Undang-undang menjamin bahwa pengadilan tata usaha negara harus bebas 
dari tekanan politik dan memiliki otonomi dalam menjalankan fungsinya. Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 1544 K/Pdt/2019 tentang gugatan terhadap Kementerian 
Hukum dan HAM menegaskan pentingnya independensi pengadilan tata usaha negara 
dalam menjaga integritas hukum dan keadilan (Johnson, 2016). 

Pengadilan tata usaha negara juga berperan dalam memastikan bahwa setiap 
keputusan administratif yang diuji telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang 
berlaku. Ini termasuk memeriksa apakah badan administratif telah mematuhi prosedur 
yang ditetapkan, memberikan pemberitahuan yang memadai kepada pihak yang 
berkepentingan, dan mempertimbangkan asas-asas keadilan dalam pengambilan 
keputusan (Johnson, 2016). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Pdt/2020 tentang 
gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengilustrasikan bagaimana 
pengadilan tata usaha negara melakukan tinjauan menyeluruh terhadap prosedur 
administratif yang dilakukan oleh badan pemerintah. 

Selain itu, peran pengadilan tata usaha negara juga mencakup perlindungan 
terhadap hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dilanggar oleh keputusan 
administratif. Undang-undang menegaskan bahwa pengadilan tata usaha negara 
berwenang untuk membatalkan keputusan yang bertentangan dengan hukum atau yang 
merugikan hak-hak individu secara tidak sah. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1321 
K/Pdt/2017 tentang gugatan terhadap Kementerian ESDM menunjukkan bagaimana 
pengadilan tata usaha negara berperan dalam melindungi hak-hak warga negara dari 
penyalahgunaan kekuasaan administratif (Smith, 2018) . 

Peran pengadilan tata usaha negara juga mencakup fungsi sebagai pengawas 
terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan publik secara luas. 
Ini melibatkan penilaian terhadap apakah keputusan administratif tersebut berkontribusi 
positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau justru menciptakan ketidakadilan sosial. 
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1778 K/Pdt/2018 tentang gugatan terhadap 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan contoh bagaimana 
pengadilan tata usaha negara melakukan tinjauan terhadap dampak keputusan 
administratif terhadap kepentingan publik secara keseluruhan (Johnson, 2016). 

Selain itu, peran pengadilan tata usaha negara dalam menegakkan keadilan 
administratif juga melibatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan hak-
hak mereka dalam menghadapi keputusan administratif yang merugikan. Pengadilan tata 
usaha negara memiliki peran untuk memberikan akses yang adil dan setara terhadap 
sistem peradilan bagi semua pihak yang memerlukan perlindungan hukum terhadap 
tindakan atau keputusan administratif yang merugikan. Putusan Mahkamah Agung RI 
Nomor 1865 K/Pdt/2019 tentang gugatan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat menegaskan pentingnya peran pengadilan tata usaha negara dalam 
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. 

Secara keseluruhan, peran pengadilan tata usaha negara dalam menegakkan keadilan 
administratif di Indonesia sangatlah penting dalam konteks perlindungan hak-hak 
individu, pengawasan terhadap tindakan pemerintah, dan pemberian kepastian hukum 
kepada masyarakat (Roberts, 2016). Dengan mengacu pada undang-undang dan putusan-
putusan pengadilan yang relevan, pengadilan tata usaha negara memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diambil oleh badan-badan 
administratif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan 
terhadap hukum yang berlaku. 
KESIMPULAN DAN SARAN  

A. KESIMPULAN  
Kesimpulan dari tinjauan hukum acara peradilan tata usaha negara terkait 

pembatalan keputusan tata usaha negara adalah bahwa proses hukum ini memainkan 
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peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan 
administratif. Pengadilan tata usaha negara tidak hanya bertugas untuk menguji keabsahan 
keputusan administratif, tetapi juga sebagai penjaga atas perlindungan hak-hak individu 
dan kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan atau ketidakpatuhan prosedur 
administratif. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, 
tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem 
administrasi negara. 

B. SARAN  
Saran yang dapat diberikan adalah perlunya terus mendorong peningkatan 

kesadaran dan kapasitas bagi badan-badan administratif dalam mematuhi prosedur yang 
ditetapkan secara ketat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini akan 
membantu mengurangi risiko pembatalan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan 
tata usaha negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan 
transparansi dalam pengambilan keputusan administratif. Selain itu, langkah-langkah 
untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, termasuk melalui penyediaan informasi 
yang jelas dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap proses hukum, juga perlu terus 
ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama 
dalam melindungi kepentingan hukumnya dalam sengketa administratif. 
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